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PERATURAN WALIKOTA TUAL

NOMOR 14 TAHUN 2011

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TUAL,

a. bahwa memenuhi ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Aflggaran 2010, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Tual tentang Penjabaran

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 sebagai rincian lebih lanjut

dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010.

: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3851);
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2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844)

J

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747);

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentanq Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah untuk ketiga kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007
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tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4575);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4577);

16.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);

19.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5155);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5219);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah
diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
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23. Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun
2009 Nomor 03);

24. Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 01 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tual Tahun Anggaran
2010 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 01);

25. Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 16 Tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tual Tahun
Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 16);

26. Peraturan Walikota Tual Nomor 01 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tual Tahun
Anggaran 2010;

27. Peraturan Walikota Tual Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Tual Tahun Anggaran 2010;
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MEMUTUSKAN :

lenetapkan : PERATURAN WALlKOTA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010

Pasal 1

oran Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2010 terdiri atas :

Pendapatan
a. Pendapatan Asli Daerah

b. Dana Perimbangan
c. Lain-lain Pendapatan yang sah

Jumlah Pendapatan

Belanja

a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai

2) Belanja Bunga

3) Belanja Subsidi

4) Belanja Hibah

5) Belanja Bantuan Sosial

6) Belanja Bagi Hasil

7) Belanja Bantuan Keuangan

8) Belanja Tidak Terduga

Rp. 5.493.605.252,31

Rp. 233.908.685.200,00

Rp. 71.209.887.508,00

Rp. 310.612.177.960,31

Rp. 67.489.036.857,20

Rp. 1.377.315.604,15

Rp. 0,00

Rp. 7.020.737.364,00

Rp. 4.031.109.680,00

Rp. 0,00

Rp. 1.885.686.000,00
Rp. 321.714.671,97

Rp. 82.125.600.177,32
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b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai

2) Belanja Barang dan Jasa

3) Belanja Modal

Jumlah Belanja

Surplus I (Defisit)

Rp.

Rp.

Rp.

11.676.145.910,00

63.534.696.185,00

102.006.358.853,00
Rp. 177.217.200.948,00

Rp. 259.342.801.125,32

Rp. 51.269.376.834,99

3. Pembiayaan
a. Penerimaan

b. Pengeluaran

Jumlah Pembiayaan Neto

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenan

Rp. 18.069.221.657,74

Rp. 18.653.394.950,00

Rp. (584.173.292,26)

Rp. 50.685.203.542,73

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota Tual ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi annggaran.

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran 11Peraturan Walikota Tual ini.

Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota Tual ini.
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Pasal6

peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Tual

pada tanggal 1 Desember 2011

VwALI

Hi MAHMUD MUflAMMAD TAMHER
Diundangkan di Tual

pada tanggal 1 Desember 2011

t SEKRETARIS DAERAH
r KOTA TUAL,

11
YAAN

BERITA DAERAH KOTA TUA~ TAHUN 2011 NOMOR
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I
Lampiran I PERATURAN WALIKOTA

Nomor 14

Tanggal : 1 Desember 2011

JUMLAH (Rp)

NOMOR
URUT

PEMERINTAH KOTA TUAL

RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2010

URAIAN
REALISASI

BERTAMBAH / (BERKURANG)

(Rp) (%)

5 6

4.235.261.552,31 101,38

1.472.455.252,31 136,62
- - - - -
90.786.049,00 108,07

(416.598.093,77) 80,67
1.798.267.297,08 343,01

. - - - - - -
2.462.269.892,00 101,06

- - - -
2.462.269.892,00 115,59

0,00 100,00
0,00 100,00

- -
300.536.408,00 100,42

-
0,00 0,00

552.011.276,00 113,72
(251.474.868,00) 99,62

ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN

5.493.605.252,31
- - - -
1.216.286.049,00
1.739.051.906,23
2.538.267.297,08
-------

233.908.685.200,00
- .. - - - -

18.255.006.200,00
181. 704.979.000,00
33.948.700.000,00

71.209.887.508,00

0,00
4.575.456.376,00
66.634.431.132,00

1
3 42

· 1

· 1 . 1
.1.2
· 1 .4

.2

.2. 1

.2.2

.2.3

.3

.3. 1

.3.3
l3.6

,.1

1 . 1

1.2
1 .4
1.5

1 . 7
1.8

2

2. 1
2.2
2.3

PENDAPATAN

PENDAPATAN ASLI DAERAH

Pendapatan Pajak Daerah
Hasil Retribusi Daerah
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

DANA PERIMBANGAN

Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
Dana Alokasi Umum
Dana Alokasi Khusus

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

Pendapatan Hibah
Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
Pendapatan Lainnya

BELANJA

BELANJA TIDAK LANGSUNG

Belanja Pegawai
Belanja Bunga
Belanja Hibah
Belanja Bantuan Sosial
Belanja Bantuan Keuangan Kepada ProvinsijKabupatenjKota dan Pemerintahan Desa
Belanja Tidak Terduga

BELANJA LANGSUNG

Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal

306.376.916.408,00 310.612.177 .960,31

4.021.150.000,00

1.125.500.000,00
2.155.650.000,00
740.000.000,00~ --1--

231.~6.~1_5~3_08,_0~ , _

15.792.736.308,00
181. 704.979.000,00
33.948.700.000,00

70.909.351.100,00

0,00
4.023.445.100,00
66.885.906.000,00

~

305.965.870.254,25 259.342.801.125,32 (46.623.069.128,93) 84,76

87.927.683.126,25 82.125.600.177,32 (5.802.082.948,93) 93,40
- - - - - - - - - - - - - -- ----- - - --
68.818.128.972,00 67.489.036.857,20 (1.329.092.114,80) 98,07

1.689.470.735,40 1.377.315.604,15 (312.155.131,25) 81,52

7.702.900.000,00 7.020.737.364,00 (682.162.636,00) 91,14

4.603.353.680,00 4.031.109.680,00 (572.244.000,00) 87,57

1.892.200.000,00 1.885.686.000,00 (6.514.000,00) 99,66

3.221.629.738,85 321.714.671,97 (2.899.915.066,88) 9,99
- ----------- - - - ... ---------- - . ----- -_ .. _---------- - -

218.038.187.128,00 177.217.200.948,00 (40.820.986.180,00) 81,28
- ------- - - . - ------------ .. - - - - ----- -

12.934.831.700,00 11.676.145.910,00 (1.258.685.790,00) 90,27

71.029.903.162,00 63.534.696.185,00 (7.495.206.977,00) 89,45

134.073.452.266,00 102.006.358.853,00 (32.067.093.413,00) 76,08

A-t 1 I'\Ar .• r""'"'I -,r- 51.269.376.834,99 50.858.330.681,24 12.472,90
-_._- --- .•. - -- -- - .

Halaman 8

I



~ JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)

NOMOR
URAIAN

ANGGARAN SETELAH REAlISASI (Rp) (%)
URUT PERUBAHAN

~
2 3 4 5 6

~
PEMBIAYAAN DAERAH

3
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 18.242.348.846,25 18.069.221.657,74 (173.127.188,51) 99,05

3.1 ~ ~ ~ ~ ------- --- . ~ - -

3.1.1
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 18.242.348.846,25 18.069.221.657,74 (173.127.188,51) 99,05~~~ ----~-------- - - - - - - - - - ~ -

3.2
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 18.653.395.000,00 18.653.394.950,00 (50,00) 100,00_. . ~~

3.2.2
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 100,00

3.2.3 Pembayaran Pokok Utang 18.153.395.000,00 18.153.394.950,00 (50,00) 100,00~. ~ ~.

3.4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 (50.685.203.542,73) (50.685.203.542,73) 0,00~~- ~ ~~ ~ ~~
3.4.1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00 (50.685.203.542,73) (50.685.203.542,73) 0,00

PEMBIAYAAN NETIO (411.046.153,75) (584.173.292,26) (173.127.138,51) 142,12

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN 0,00 50.685.203.542,73 50.685.203.542,73 0,00

>J 7i~'2011Ii Tual

1
r.

Hi. MAHMUD MUHAMMAD TAMHER

~
"'PI RAN Halaman 9t-... I PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN ~ RJNGKASAN LAPORAN REAUSASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
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lampiran 11 PERATURAN WALIKOTA
Nomor 14
Tanggal : 1 Desember 2011

PEMERINTAH KOTA TUAL

PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUNANGGARAN2010

Urusan Wajib Pendidikan
DINA5PENDIDlKANPEMUDADANOLAHRAGA

1 . 01
1 . 01 . 01

JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)KODE
REKENING

URAIAN PENJELASAN

ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN

REALISASI (Rp) (%)

2 3 4 5 6 71

45.991.250.440,00 I 31.706.881.012,00BELANJA

BELANJA TIDAK LANGSUNG

(14.284.369.428,00) 68,94

20.472.571.940,00 I 20.100.152.552,00 (372.419.388,00) 98,181

1 . 00 . 00 . 1

1 . 00 . 00 . 1 . 01
I
11 . 00 . 00 . 1 . 01 . 01
:1. 00 . 00 . 1 . 01 . 02
'1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 03
~ . 00 . 00 . 1 . 01 . 04
1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 05
· 00 . 00 . 1 . 01 . 06
· 00 . 00 . 1 . 01 . 07
· 00 . 00 . 1 . 01 . 08
· 00 . 00 . 1 . 01 . 09

· 00 . 00 . 1 . 05

· 00 . 00 . 1 . 05 . 01

· 00 . 00 . 1 . 05 . 02
· 00 . 00 . 1 . 05 . 03,

2

Belanja Pegawai

Gaji Dan Tunjangan

Gaji Pokok PN5/Uang Representasi
Tunjangan Keluarga
Tunjangan Jabatan
Tunjangan Fungsional
Tunjangan Fungsional Umum
Tunjangan Beras
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
Pembulatan Gaji
Iuran Asuransi Kesehatan

Belanja Penghasilan Lainnya

Rapel Tambahan Penghasilan Guru Tahun 2009

20.472.571.940,00 20.100.152.552,00

14.302.324.940,00 14.278.647.252,00
-------_._- - -- . -----------_ .. - ..• -
10.408.569.818,00 10.390.974.320,00
985.678.419,00 984.390.684,00
146.378.381,00 146.117.006,00

1.458.015.400,00 1.455.551.000,00
90.627.750,00 90.450.000,00
737.435.363,00 736.298.100,00
265.363.225,00 264.987.692,00

252.470,00 252.005,00
210.004.114,00 209.626.445,00
---- - - ----------------_.-

6.170.247.000,00 5.821.505.300,00
---- -----_. -------------
1.845.000.000,00 1.877.850.000,00

2.204.775.000,00 1.861.250.000,00
2.120.472.000,00 2.082.405.300,00

(372.419.388,00)
- ---- --
(23.677.688,00)
- - - - -

(17.595.498,00)
(1.287.735,00)
(261.375,00)

(2.464.400,00 )
(177.750,00)
(1.137.263,00)
(375.533,00)

(465,00)
(377 .669,00)

(348.741.700,00)
. - - - -
32.850.000,00

98,18

99,83

99,83
99,87
99,82
99,83
99,80
99,85
99,86
99,82
99,82

94,35

101,78 Perpres 52 Tahun 2009 dan
PMK223/PMK-07j2009
PMKNo. 119jPMK.07/2010
PMKNo. 117/PMK.07/2010

Tambahan Penghasilan Guru PN5 Tahun 2010
Tunjangan Profesi Guru PN5 Kota Tual Tahun 2010

BELANJA LANGSUNG

(343.525.000,00)
(38.066.700,00)

84,42
98,20

25.518.678.500,00 I 11.606.728.460,00 (13.911.950.040,00) 45,48
.01

. 01 .01

· 01 . 01 . 2

· 01 . 01 . 2 . 01

· 01 . 01 . 2 . 01 . 04

, . 01 . 01 . 2 . 03

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Bahan Pakai Habis

Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya

Belanja Jasa Kantor

705.545.500,00 694.982.100,00I -.-----~
11.400.000,00 9.615.000,00
----._---." -
11.400.000,00 9.615.000,00--------.-- -_.
1.800.000,00 1.800.000,00

------------ ------------.-

1.800.000,00 1.800.000,00
------------- ---------------
9.600.000,00 7.815.000,00

(10.563.400,00)
------ ..
(1.785.000,00)

(1.785.000,00)----_.
0,00

0,00
------------ -

(1.785.000,00)

98,50

84,34

84,34

100,00

100,00

81,41
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•......
KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)URAIAN PENJELASAN

REKENING
ANGGARAN SETELAH REALISASI (Rp) (%)

PERUBAHAN

1 2 3 4 5 6 7

5 . 2 . 19 . 03 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 360.000,00 0,00 (360.000,00) 0,00- - - - - - - - - - - ------ .. ------
5 . 2 . 19 . 03 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 720.000,00 0,00 (720.000,00) 0,00

- - - - - . - - - - .- . - ---------._----- ------ --- -------- --------
5 . 2 . 19 . 03 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 720.000,00 0,00 (720.000,00) 0,00

--
5 . 2 . 19 . 03 . 3 Belanja Modal 43.260.000,00 43.260.000,00 0,00 100,00

-'- ------.-- -'- --
5 . 2 . 19 . 03 . 3 . 08 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Bengkel 43.260.000,00 43.260.000,00 0,00 100,00

- - - - - - ----------- -------- - - - - - -.----
5 . 2 . 19 . 03 . 3 . 08 . 01 Belanja Modal Pengadaan Mesin Las 7.704.000,00 7.704.000,00 0,00 100,00
5 . 2 . 19 . 03 . 3 . 08 . 07 Belanja Modal Pengadaan Saw Mill 21.450.000,00 21.450.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 19 . 03 . 3 . 08 . 09 Belanja Modal Pengadaan Bar stram 3.060.000,00 3.060.000,00 0,00 100,00
5 . 2 . 19 . 03 . 3 . 08 . 10 Belanja Modal Pengadaan Ban Skrup 3.774.000,00 3.774.000,00 0,00 100,00
5 . 2 . 19 . 03 . 3 . 08. 11 Belanja Modal Pengadaan Mesin Gurinda 7.272.000,00 7.272.000,00 0,00 100,00

SURPLUS / (DEFISIT) (2.117.676.891,00) (1.992.656.771,00) 125.020.120,00 94,10

6 PEMBIAYAAN DAERAH 0,00

6.4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 1.992.656.771,00 1.992.656.771,00 0,00

6 . 4 . 00 . 00 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00 1.992.656.771,00 1.992.656.771,00 0,00

6 . 4 . 00 . 00 . 1 . 01 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00 1.992.656.771,00 1.992.656.771,00 0,00
- - - - -. - - - - - - - - - - - - ----------------- -----------.-.--- ._------

6 . 4 . 00 . 00 . 1 . 01 . 01 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00 1.992.656.771,00 1.992.656.771,00 0,00

PEMBIAYAAN NETTO 0,00 0,00 0,00 0,00

10 1 De "2y
War 0 Tual

I ~V,

"

Hi. MAHMUD MUH MMAD TAMHERI

I'

I

LAMPlRAN n PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REAUSASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 394

~"
_IIII!I

I I


